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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
4.1.1 Dalam sengketa merek gugatan kurang pihak mempunyai

karakteristik, sebagai berikut:
1. Pemilik merek terdaftar sebagai Tergugat, tidak hanya terbatas

pada pemegang hak atas merek saat ini saja namun juga pendaftar
merek apabila merek tersebut diperoleh dari pengalihan hak.

2. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, DJKI, Kementerian
Hukum & HAM RI sebagai tergugat dalam perkara di PTUN.

3. Komisi Banding Merek sebagai tergugat dalam gugatan atas
putusan Komisi Banding Merek.

4. Direktorat Merek & Indikasi Geografis, DJKI, Kementerian
Hukum & HAM RI sebagai turut tergugat.

4.2.1 Akibat hukum terhadap gugatan sengketa merek kurang pihak adalah
gugatan tidak dapat diterima, maka tindakan yang dianggap tepat
dilakukan Penggugat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan
mengandung cacat in persona adalah memperbaiki atau
menyempurnakan pihak yang dinyatakan cacat oleh pengadilan. Jika
putusan menyatakan gugatan kurang pihak maka gugatan harus
diperbaiki dan disempurnakan dengan memasukkan orang yang
bersangkutan sebagai pihak tergugat. Namun dalam Putusan
05/Pdt.SUs.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby hakim memutuskan
bahwa dalam eksepsi : menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II
seluruhnya sedangkan dalam pokok perkara : menolak gugatan
Penggugat untuk selurunya dan menghukum Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.716.000,- (satu juta tujuh
ratus enam belas ribu rupiah). Maka akibat hukum bagi pihak adalah:
a. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan

tergugat maupun dengan objek gugatan.
b. Penggugat membayar biaya perkara sebab hal tersebut merupakan

kewajiban pihak yang kalah.
c. Tergugat tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus dipenuhi

kepada penggugat. Serta tidak ada akibat hukum yang terjadi
terhadap merek-mereknya karena tetap terdaftar dalam Daftar
Umum Merek.

d. Begitu pula bagi Kementerian Hukum dan HAM RI, Cq Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual, Cq Direktorat Merek selaku
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Tergugat II, tidak ada kewajiban hukum apapun yang harus
dipenuhi kepada penggugat.

e. Sedangkan bagi Adi Wijaya Komarjono selaku pihak yang
mengajukan permohonan pendaftaran merek, mengingat tidak
ditarik sebagai pihak dalam sengketa merek oleh Penggugat, maka
tidak memiliki akibat hukum apapun. Namun apabila di kemudian
hari Adi Wijaya Komarjono ditarik sebagai pihak Tergugat, maka
ia haruslah membuktikan bahwa pada saat mengajukan
permohonan pendaftaran merek tersebut dilandasi dengan itikad
baik serta merek yang diajukan tidak memiliki persamaan pada
pokoknya dengan merek “STAR & Logo Bintang” Daftar No.
IDM000120263.

4.2 Saran
4.2.1 Diharapkan agar para pihak yang mau berperkara, sebelum

mengajukan gugatan harus mengetahui siapa yang akan digugat. Dan
harus ditelusuri terlebih dahulu peristiwa hukum sebelumnya apakah
pemegang hak atas merek saat ini memperoleh merek dari pengajuan
permohonan pendaftaran merek ataukah memperoleh dari pengalihan.

4.2.2 Diharapkan agar pihak yang sudah berperkara dan sudah diputus oleh
hakim gugatan tidak dapat diterima, maka upaya hukum yang dapat
dilakukan adalah mengajukan gugatan ulang yang diperbaiki dan
disempurnakan.

4.2.3 Diharapkan agar Direktorat Merek & Indikasi Geografis, DJKI,
Kementerian Hukum & HAM RI dimasukkan sebagai pihak Turut
Tergugat demi lengkapnya pihak yang berperkara dan menghindari
adanya eksepsi gugatan kurang pihak.


